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 TONY Abbott berhasil mem-
bawa kubu koalisi oposisi 
Liberal-Nasional sebagai pe-
menang dalam pemilihan 
umum (pemilu) yang ber-
langsung Sabtu (7/9) lalu. Atas 
dasar itu, pemimpin koalisi 
oposisi itu pun akan men-
jadi perdana menteri ke-28 
Australia. 

Abbott dilahirkan di Ing-
gris dari pasangan Inggris-
Australia pada 1957. Orang-
tuanya lalu membawa Abbott 
kembali ke Australia saat ia 
berusia tiga tahun pada 1960. 
Abbott muda memperoleh ge-
lar akademi di bidang hukum 
dan ekonomi. 

Pria lulusan Universitas 
Sydney itu juga mendapat 
beasiswa Rhodes di Universi-
tas Oxford untuk gelar master 
bidang filsafat dan politik. 
Selama di Oxford, dia dikenal 
sebagai salah satu atlet tinju 
unggulan. 

Sebelum terjun ke du-
nia politik, Abbott pernah 
beker ja sebagai wartawan di 
antaranya untuk the Bulletin 
dan the Australian. Setelah 
itu, ia merambah ke bidang 
politik dengan menjabat sek-
retaris bidang pers untuk 
pe mimpin oposisi Australia, 
John Hewson, selama kurun 
1990-1993. 

Keputusan Abbot terjun 
ke politik ternyata berbuah 
ma nis. Pasalnya, empat ta-
hun kemudian, dia terpilih 
sebagai anggota dewan da-
ri Warringah pada Pemilu 
1994. Pada 1996, dia ditunjuk 
menjadi menteri pekerja, 
pen didikan, pelatihan, dan 
hubungan kepemudaan. 

Dua tahun kemudian, Ab-
bot dialihkan untuk menjadi 
menteri untuk pelayanan 
pe kerja. Berbagai jabatan 
menteri pun menjadi lang-
ganan Abbott. Selanjutnya 
pa da 1 Desember 2009, pria 
beranak tiga itu mengambil 
alih tongkat kepemimpinan 
oposisi. 

Seperti dilansir BBC, ter-
pilihnya Abbott sebagai 
pemimpin oposisi banyak 
mengherankan banyak pihak 
saat itu. Mantan petinju yang 
sempat bercita-cita menjadi 
pendeta itu dinilai terlalu 
garang dan sembrono seba-
gai seorang politikus. 

Namun, seiring waktu, tim 
Abbott memanfaatkan per-
pecahan dalam kubu lawan, 
Partai Buruh, untuk meng-
ubah citra dirinya sebagai 
pemimpin yang ditunggu. 
Abbott pun kembali mene-
gaskan janji-janjinya saat 
menyampaikan pidato keme-
nangan di depan para pendu-
kungnya pada Sabtu malam 
lalu di Sydney. (Reuters/SMH/
BBC/Kid/I-3)
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KEMENANGAN koali-
si Liberal-Nasional 
pimpinan Tony Ab-
bott dalam pemilu 7 

September mengakhiri enam 
tahun kekuasaan Partai Buruh.  
Apa implikasi kemenangan 
itu bagi hubungan Australia-
Indonesia?

Di satu sisi, Indonesia akan 
tetap menjadi prioritas peme-
rintahan koalisi seperti halnya 
di bawah Partai Buruh. Doku-
men kebijakan luar negeri 
koalisi pada pemilu ini mene-
tapkan Indonesia sebagai salah 
satu dari lima mitra kunci yang 
membutuhkan perhatian lebih, 
bersama AS, Jepang, China, dan 
India. (Di antara negara ini, 
AS disebutkan sebagai sekutu 
Australia paling penting).

Menyangkut Indonesia, do-
kumen ini menyatakan perlu-
nya kerja sama dalam bidang 
keamanan kawasan, penang-
gulangan terorisme, arus in-
ves tasi dan perdagangan di 
Asia Timur yang lebih bebas, 
serta tindak an terhadap penye-
lundupan manusia.

Sebagai tanda prioritas, Ab-
bott menyatakan tekadnya 
untuk mengunjungi ibu-ibu-
kota utama di Asia pada awal 
pemerintahannya, seper ti 
Jakarta, Beijing, Tokyo dan 
Seoul, bahkan sebelum dia 
mengunjungi Washington dan 
London.

Perlu dicatat juga, sebagai 
kubu oposisi, koalisi Liberal-
Nasional terus mengkritik pe-
merintahan Partai Buruh atas 
pengelolaan hubungan Austra-
lia-Indonesia meski hubungan 

antara kedua pemerintah saat 
itu sebenarnya baik. Maka 
akan sangat memalukan bagi 
koalisi jika hubungan itu justru 
memburuk di bawah pemerin-
tahannya.

Di sisi lain, beberapa ke-
bijakan koalisi berpotensi 
menimbulkan gesekan, khu-
susnya soal  penanganan 
pencari suaka. Dalam pidato 
 kemena ng annya, Abbott me-
nyatakan dalam tiga tahun 
pemerintahannya ke depan, 
aliran perahu pencari suaka 
akan berhenti. Salah satu un-
sur dari kebijakan itu ialah 
menarik kembali perahu pen-
cari suaka ke batas perairan 
Indonesia (towback).

Mereka juga melontarkan 
kebijakan membeli perahu 
di desa tertentu di Indonesia 
supaya tak jatuh ke tangan pe-
nyelundup manusia. Kebijak an 
ini menuai kritikan di Austra-
lia dan Indonesia. 

Koalisi juga mengumumkan 
akan memotong anggaran 
ban tuan luar negeri sebanyak 
A$4,5 miliar secara kumulatif 
pada tahun-tahun mendatang. 
Negara yang terkena dampak 
belum diumumkan. Namun, 
kebijakan ini dapat mengubah 

alokasi untuk Indonesia, yang 
direncanakan menerima seki-
tar A$650 juta tahun ini. 

 Selain itu, hubungan Austra-
lia-Indonesia tidak jarang di-
warnai kontroversi. Sebut saja 
konfl ik di Papua, kemungkinan 
eksekusi mati warga negara 
Australia di Indonesia, pena-
hanan ABK Indonesia, serta 

hal yang tidak terduga seperti 
ekspor sapi sebagai masalah 
yang sewaktu-waktu dapat 
mengganggu hubungan. 

Pemerintahan Abbott akan 
menghadapi tantangan seperti 
ini, selain juga transisi peme-
rintahan di Indonesia tahun 
depan.

Abbott dan pemerintahan-

nya akan menghadapi berba-
gai tantangan itu di tengah 
opi ni publik Australia yang 
ku rang hangat terhadap Indo-
nesia. Sekali lagi, menurut 
polling Lowy Institute, misal-
nya, 54% masyarakat Australia 
setuju jika Australia mengkha-
watirkan Indonesia sebagai 
ancaman militer.

 Kebijakan kunci koalisi 
da lam hal ini ialah ‘Rencana 
Kolombo Baru’. Itu merupakan 
program beasiswa untuk men-
dorong mahasiswa Australia 
studi atau magang di kawasan. 
Program studi luar negeri ada-
lah hal yang positif, tetapi tak 
akan dengan sendirinya men-
transformasikan hubungan 
an tarmasyarakat. Pemerin-
tah an Abbott juga perlu me-
ningkatkan fasilitas mengajar 
bahasa Indonesia di Australia 
serta mendukung peningkatan 
hubungan ekonomi supaya le-
bih banyak mahasiswa memi-
liki insentif nyata untuk men-
jadi Indonesia-literate.

 Singkat kata, hubungan 
Australia-Indonesia tetap akan 
menjadi hubungan penting di 
bawah pemerintahan Abbott. 
Namun demikian, potensi 
tan tangan selalu ada dalam 
hubungan ini. Termasuk kebi-
jakan tertentu dari koalisi 
yang berpotensi menimbulkan 
gesekan. Untuk mendukung 
status hubungan ini sebagai 
prioritas, pemerintahan Ab-
bott (demikian juga pemerin-
tah Indonesia) perlu menyedia-
kan sumber daya yang nyata 
untuk mendorong interaksi 
yang lebih luas antara kedua 
negara. (I-2)
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UCAPAN SELAMAT: Perdana Menteri terpilih Australia Tony Abbott mendapat ucapan selamat dari pendukungnya saat meninggalkan rumahnya di Sydney, Australia, kemarin.

MENUNGGU: Imigran Afghanistan menunggu di atas kapal tanker yang menyelamatkan mereka di 
sebuah pelabuhan di Cilegon, Banten, beberapa waktu lalu. Kebijakan pemerintahan baru Australia soal 
imigran berpotensi menimbulkan gesekan dengan Indonesia. 
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